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ABSTRAK :

CATATAN :

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pariwisata merupakan salah satu urusan
pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai sektor
unggulan di bidang kepariwisataan. Dalam rangka lebih mengoptimalkan upaya
pengembangan kepariwisataan di obyek wisata Pantai Widuri Pemalang perlu diatur
dalam suatu kawasan pariwisat.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun
1981; UU No. 9 Tahun 1990; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 17
Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004;
UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; PP No. 32
Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 67 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007;
Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda No. 13 Tahun 1999; Perda No. 5 Tahun 2003; Perda
No. 16 Tahun 2003; Perda No. 17 Tahun 2003; Perda No. 2 Tahun 2005; Perda No. 2
Tahun 2006.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri
dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1.
Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Tata Ruang Kawasan Pariwisata; 4,
Penataan Ruang Kawasan Pariwisata; 5. Perizinan; 6. Jangka Waktu Berlakunya lIzin
Pemanfaatan Ruang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri; 7. Kewajiban dan Larangan; 8.
Pencabutan Izin; 9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; 10. Ketentuan
Penyidikan; 11. Ketentuan Pidana; 12. Ketentuan Peralihan; 13. Ketentuan Penutup.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 19 Maret 2008

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
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